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ABSTRAK

rjadi tindak pidana perusakan hutan dalam putusan Nomor
(PN.Lht dengan terdakwa Muhammad Darmansyah selaku
Pulau Pinang Bara Jaya (LPPBJ), yang telah melakukan
an di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau
dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga
melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut
wasan hutan tanpa izin Menteri. Dari hasil Penelitian

1 hakim Pengadilan Negeri sehingga memutus bebas

dana perusakan hutan di Kabupaten Lahat, belum

n. Keadilan dan kemanfaatan hukum. 2)

g sehingga memutus terdakwa terbukti

hukum, keadilan dan kemanfaatan

dalam menjatuhkan pidana terhadap




ABSTRACT

t of forest destruction occured, as stated in Decision Number
t with the defendant Muhammad Darmansyah as Director of PT.
a (LPPBJ), who had carried out mining activities in the forest
‘permission and/or brought heavy equipment and/or other tools
uspected of being used to carry out mining activities and/or
1n the forest area without the minister's permission. The results of
considerations made by the District Court Judge in acquitting

n ction case in Lahat Regency did not meet the requirements

the utility of law; 2) That the Supreme Court judge considered
t was proven guilty fulfilled the aspects of legal certainty,
) Judges, in sentencing criminal acts of forest destruction,
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki bentang alam yang sempurna berupa daratan dan
lautan yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas
3.110.00 km2, Laut territorial 290.000 km2. Luas wilayah berdaulat, terdiri dari
Zona Tambahan seluas 270.000 km2, Zona Ekonomi Ekslusif 3.000.000 km2,
Landas Kontinen seluas 2.800.000 km2. Luas perairan Indonesia 6.400.000 km2,
Luas NKRI (darat + Perairan) seluas 8.300.000 km2 panjang garis pantai 108.000
km berdasarkan data dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut
(Pushidrosal), Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beruntung
dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hutan yang sangat luas hingga sumber daya
alam yang berlimpah luas baik di darat dan di laut. Seluruh hutan di wilayah
Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara untuk kemakmuran rakyat'.

Hutan merupakan rumah bagi seluruh ribuan jenis flora dan fauna dan juga
salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa
hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi
yaitu sebagai tempat dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Hutan

memiliki manfaat danjuga memiliki fungsi yang menjadi prinsip kelestarian hutan

! Siswantoyo Dipodiningrat, Pembelanjaan Perusahaan Hutan, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2015), hlm. 23



antara lain fungsi ekologis.’

Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan lingkungan.
Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apapun dalam pembangunan, akan
berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya
pembangunan maka akan makin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan
hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup
untuk meminimalisasi resiko yang dapat di timbulkan oleh dampak perubahan
lingkungan.?

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus
dijaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hutan bukan semata-mata tugas pribadi
maupun kelompok masyarakat, akan tetapi juga merupakan tugas dari pemerintah
(Negara). Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Apabila maraknya kasus penebangan hutan dan pencurian kayu terus
dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan
yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan
ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di
sekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah
longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara, dihitung dari

pendapatan negara dan dihitung dari kerugian dari penebangan ilegal ini.

2 Koesndi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 81
3 Sukardi, Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua,
PenerbitanUniversitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, him.31.



Penebangan hutan secara liar ini di sebut juga dengan illegal logging.

Secara harafiah bahwa illegal logging berarti menebang kayu kemudian
membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah
secara hukum. Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang
pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan
illegal Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa illegal logging adalah “operasi/kegiatan
kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

Esensi yang penting dalam praktek penebangan liar (illegal logging) ini
adalah perusakan hutan yang berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi,
ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui peoses
perencanaan komperhensif, maka penebangan liar (illegal logging) berpotensi
merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Terkait
dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas di sebutkan dalam Pasal 1 butir
14 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, menyatakan bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan

perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya, yang

mengakibatkan lingkungan hiduptidak berfungsi lagi dalam menunjang
pembangunan berkelanjutan.”

Perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dalam
penjelasan Pasal 50 ayat (2), menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan
kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang
menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai

fungsinya.”



Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan
penebangan liar (illegal logging). Analisis yuridis tentang penebangan liar (illegal
logging) yang merupakan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan ini
merupakan kegiatan yang unpredictible terhadap kondisi hutan setelah
penebangan, karena di luar dari perencanaan yang sudah ada. Perlindungan hutan
direfleksikan dalam mekanime konsensi penebangan sebagaikonsekuensi logis
dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.*

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan
dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan.
Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit
ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan
berupa undang-undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang
adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberatasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-Undang Kehutanan yang
lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi
maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran
terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana.

Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda, dan sanksi

4 Sukardi, Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua,
penerbitanUniversitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 74.



administratif.’

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku
perusakan hutan;

b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga
kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan
memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat
sejahtera; dan

d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan
pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah juga membuat
kebijakan berupa:®

a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan;

b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;

c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;

d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai
dasar yuridis batas kawasan hutan; dan

e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan

5 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian

Sengketa, PT RinekaCipta, Jakarta, 2005, hlm. 115-116.

® Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,BP UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 45.



pemberantasan perusakan hutan.

Selain membuat peraturan tertulis sebagaimana yang disebutkan di atas,
Pemerintah juga membentuk Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai pejabat dalam
lingkungan instansi kehutanan baik pusat maupun daerah untuk
menyelenggarakan dan melaksanakan perlindungan hutan. Peraturan tentang
menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia saja, di dalam Islam pun mengatur tentang tata cara mengelola
dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu bukan hanya mengatur
hubungan antara manusia dengan Allah saja, atau hubungan manusia dengan
manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal
ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan
mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam
yang makmur.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia terutama di musim
kemarau. Kejadian kebakaran lahan yang cukup besar terjadi pada 2015 melonjak
dari tahun sebelumnya. Kebakaran lahan yang paling serius terjadi di daerah
kalimantan, Papua dan beberapa pulau di sumatera seperti Jambi, Sumatera
Selatan, Riau dan lampung. Dari data kebakaran lahan yang paling luas adalah
Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar 646.298 ha, Kalimantan Tengah
583.833 ha, Papua 350.005 ha, Riau 183.858, dan Jambi 115, 634 ha.” Berikut ini

penyajian pada tabel 1 yakni data kasus pembakaran hutan setiap tahunnya.

7 Badan Pusat Statistik Kabupaten OKI 2020, Kecamatan Pangkalan Lampam dalam angka.
Katalog BPS : 1102001.1602. BPS Kabupaten OKI 2020-2023



Kebakaran lahan hutan yang terjadi pada tahun 2020 meningkat terutama
di wilayah Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran lahan hutan yang terjadi di
Sumatera Selatan melahap lahan seluas 52.716 ha. Kebakaran lahan untuk
wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2020 dimalai pada bulan April. Kebakaran
lahan hutan ini di perburuk dengan musim kemarau yang cukup panjang dan
lahan Sumatera Selatan yang sebagian besar adalah rawa. Sehingga mempercepat
terjadinya kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua
faktor utama, yaitu kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim
yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim yang memberikan kondisi ideal
untuk terjadinya kebakaran hutan dan aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan.
Persentase yang berasal dari kegiatan manusia baik disengaja maupun karena
unsur kelalaian. Kebakaran lahan yang terjadi akibat pengaruh iklim hanya terjadi
sebagian kecil.

Bahwa terjadi tindak pidana perusakan hutan dalam putusan Nomor
11/Pid.Sus/2021/PN.Lht., bahwa terdakwa Muhammad Darmansyah selaku
Direktur PT. Lahat Pulau Pinang Bera Jaya (LPPBJ), pada Bulan April 2017
sampai dengan Bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara
tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Geramat, Kecamatan
Merapi Selatan Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan kegiatan
penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau membawa
alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan

digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil



tambang di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri. Perbuatan tersebut tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh
Pengadilan Negeri Lahat, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Perbuatan
terdakwa Muhammad Darmansyah selaku Direktur PT. Lahat Pulau Pinang Bera
Jaya (LPPBJ) terbukti merupakan tindak pidana perusakan hutan.

Menurut teori pertimbangan hakim adalah kerangka kerja yang digunakan
hakim untuk menjatuhkan putusan dalam suatu kasus, dengan mempertimbangkan
berbagai faktor, termasuk fakta yang terungkap, ketentuan hukum yang berlaku,
dan nilai-nilai keadilan. Maka dalam Pertimbangan hakim Mahkamah Agung
tersebut harus meliputi aspek yuridis (fakta-fakta hukum), filosofis (nilai-nilai
keadilan), dan sosiologis (dampak pada masyarakat).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian
tesis yang berjudul “Kontra Antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri
dengan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum Pidana Perusakan
Hutan di Kabupaten Lahat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang
penulis angkat di dalam tesis ini adalah:
1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memutus
bebas dalam tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang memutus
Terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana perusakan hutan di

Kabupaten Lahat?



3. Bagaimana pembaruan pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap tindak pidana perusakan hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis rumuskan di atas, maka

dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Lahat yang memutus bebas dalam tindak pidana perusakan hutan di
Kabupaten Lahat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah
Agung yang memutus Terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana
perusakan hutan di Kabupaten Lahat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaruan pedoman hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, terdapat manfaat yang dapat diambil dari
penelitian tesis ini, antara lain dapat memberikan manfaat, baik dari aspek ke
ilmiah maupun dalam upaya peraturan perundang-undangan. Dilihat dari khalayak
sasarannya, penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis. Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam
tesis ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada
semua pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pihak yang

berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Tesis ini juga
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diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat
peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap tindak pidana
perusakan hutan.

2. Manfaat secara praktis. Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi aparat yang terkait dengan tindak pidana perusakan hutan di
wilayah hukum Polisi Kehutanan Sumatera Selatan. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak khususnya
mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir
pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi
bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang
merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.

1. Grand Theory (Teori dasar/'umum)
a. Teori Keadilan

“Kata adil dan keadilan (just and justice) berkait erat dengan
pengertian tentang setara dan kesetaraan (equal and equality),
seimbang dan keseimbangan (equilibirium), wajar dan kewajaran
(proportional), setimbang atau kesetimbangan (balance), sebanding
dan kesebandingan”.’

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan keadilan, maka

8 Amran Suadi, Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm, 107.
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John Rawls berpendapat keadilan itu adalah suatu fairness. Namun
keadilan tidak sama dengan fairness itu. Rawls menguraikan teori
keadilan sebagai fairness itu sebagai berikut:

“I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice
that generalized and carries to a higher level of abstraction the
traditional conception of the social contract”. Selanjutnya Rawls
mengatakan "the primary subject of justice is the basic structure of
society, or more exactly, the way in which the major social institutions

distribute fundamental rights and duties and determine the division of
advantage from social cooperation”.

Berdasarkan teori yang disampaikan John Rawls tersebut maka
untuk mengetahui dan menemukan adanya fairness, menurut Rawls
pertama-tama harus dilihat bagaimanakah basic structure dari
masyarakat itu. Namun disadari pula bahwa setelah ditemukan semua
unsur-unsur itu maka awalnya yang dapat tercapai baru sebatas
keadilan formal atau keadilan procedural. Tapi bila dalam prosedur
tersebut juga terfasilitasi harapan masyarakat melalui ketidak-
berpihakan aparaturnya dan adanya peradilan yang terbuka dan fair
maka keadilan procedural tersebut dapat berubah menjadi keadilan
yang substantif.’

Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu

mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi

haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama

9 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 11-12.
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kedudukannya di muka hukum (equality before the law).'°
b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman perbuatan hukum dan adil karena pedoman perbuatan
hukum itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya
karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat
menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan
yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.'!

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.!?

10 Fence M. Wantu, Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam
Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3,
September 2012, him. 484.

"' Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010, hlm. 59.

12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.
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Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan
(multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem
norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada
pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang
sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan
moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum
yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang
buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.'*

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum,

13 Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamabhit, Kamus Istilah
Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.
14 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999,
hlm. 23.
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yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang
mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya
kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain
dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian
hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari
aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan
untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-
mata untuk kepastian.'

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang
berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus
sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut
Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-
bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan
dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus
dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum
positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan
nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. '°

Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara nyata berisi ketentuan yang jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-

tafsir) dan logis dalam artian hukum menjadi suatu rangkaian di dalam

15 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta,
Toko Gunung Agung, 2002, him. 82-83.
16 Ibid., hlm. 95.
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sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan
lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang di
timbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan Perundang-Undangan
hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi
norma. Secara fundamen Hukum bertugas menciptakan kepastian
karena bermuara pada tujuan untuk ketertiban dalam masyarakat.
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari
hukum terutama untuk noma hukum tertulis.
2. Middle Range Theory (Teori tengah)
Teori Sistem Peradilan Pidana
Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia
dilandaskan pada [Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het
Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun
1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang
paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981,
kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem
peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini
diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat

penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan
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Undang-Undang'”.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam
sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP
melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang
berhubungan dengan sistem peradilan pidana'®.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai
suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan
kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.!” Sebagai
sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu
pendekatan normatif, administratif dan sosial.’® Pendekatan normatif
memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan
hukum semata-mata.

Bahwa pendekatan administratif memandang keempat aparatur
penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki
mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang
bersifat vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam

organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi

17 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan
Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90

18 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem
Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

19 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan
abolisionalisme, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

20 Ibid., hal. 17
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sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak
hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial
sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas
keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum
tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah
sistem sosial.?!

Bahwa teori sistem peradilan pidana digunakan untuk permasalahan
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Desa
Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat melalui Kepolisian
Kehutanan di Sumatera Selatan dan bagaimana pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri sehingga memutus bebas dalam perkara tindak pidana
perusakan hutan di Kabupaten Lahat.

Applied Theory (Aplikasi teori)
Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses
untuk mewujudkan keingingan-keinginan hukum yaitu pemikiran-
pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Keberhasilan penegakan
hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti
netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi atau

6-7.

2! Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hal.
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tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. 2

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional arti “Penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup”.??

Pada dasarnya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang
mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral sehingga dampak positif
dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada
Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.?*

(98]

Selain itu pertimbangan hakim menjadi salah satu hal yang penting
dalam proses penegakan hukum, karena dengan pertimbangan hakim kita
bisa menilai apakah seorang hakim melihat secara komperhensif terhadap
penyelesaian suatu perkara yang berdampak kepada penegakan hukum

yang adil.

22 Widodo, Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan, Aswaja Pressindo,
Yogyakarta, 2017, hlm. 30.

23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

2 Ibid, Hlm. 8
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Teori Pertimbangan Hakim.

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis
hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah
perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang
didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan
terhadap amar/diktum putusan majelis hakim.?’

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi
benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh
masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya
kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.?
Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan
suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim 1ia harus
berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyrakat dan
oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil.”?’

Pertimbangan majelis hakim merupakan satu kesatuan argumen atau
alasan hukum yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang
menjadi  dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim
diklasifikasikn menjadi 2 yaitu;

a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan

hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap

dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan

25 Lilik Mulyadi, Kompilasi HukumAcara Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek
Pradilan. Mandar Maju. Bandung, 2017, hlm193

26 Bismar Siregar, Bunga Rampai Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, him. 33.

27 M.H.Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Fasco Percetakan, Jakarta, 2015,
hlm.53.
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sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,
barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum
pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga
harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin,
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian
secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman
unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya
dipertimbangan  hal-hal yang dapat meringankan atau
memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya
terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya,
dan menggunakan bendera kebangsaan.?®

b. Pertimbangan Non-Yuridis Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat
dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama
terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib
menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan
ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan
hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Al
berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat

kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya

2 Ibid, him. 69.
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sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan
muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan
yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam
kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan

kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).

1.6 Definisi Operasional

a.

Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas
alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang
lainnya. Hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan kekayaan
alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada
banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai
penyangga paru-paru dunia.
Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan dapat terjadi akibat pengerjaan/pendudukan tanah
hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya,
dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan hutan
akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan
alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah. Kerusakan akibat
pencurian kayu dan penebangan tanpa izin. Kerusakan hutan akibat
penggembalaan ternak dan akibat kebakaran. Kerusakan hutan akibat

perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.
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c.  Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-
undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi
kenyataan. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau
positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.
d. Kepatuhan Hukum.
Kepatuhan hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharpakan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah kesadaran akan nilai-
nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap

kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

1.7 Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini deskriptif analistis, yang dimaksudkan
untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek
penelitian dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu selain
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada
dalam masyarakat, pendekatan ini dilakukan dengan menginventarisasi

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-
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buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh
tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengenai tindak

pidana perusakan hutan.?
Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis adalah
sebagai berikut.

a. Pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan ini
dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa
dan meneliti peraturan perundang-undangan atau regulasi yang
berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-
undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang
berguna untuk memecahkan ataumenjawab permasalahan hukum
yang sedang ditangani atau dihadapi.

b. Pendekatan sosiologis (socio legal), yaitu pendekatan penelitian
yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern
untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap
fenomena lain.

c. Pendekatan kasus (case approach), adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

d. Pendekatan futuristic (futuristic approach), adalah pendekatan

15.

2 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm
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yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan
atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam
rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum.
keadilan restoratif yang seharusnya dilakukan penegak hukum
kedepannya.

e. Pendekatan konseptual (conceptual approach), adalah pendekatan
penilitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa
penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat
dari aspek konsep- konsep hukum yang melatarbelakanginya atau
dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan
sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang

digunakan.*®

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari sumber kepustakaan
yang bertujuan untuk mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan
penelitian, pendapat-pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, pandangan-
pandangan dan asas-asas yang berhubungan dengan pokok penelitian.
Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum maupun khusus yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder didukung oleh data

primer menjadi informasi yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

30 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan
hukum yang mengikat, bahwa hukum ini berupa peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8
Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981,
Tambahan Lembaran Negara No. 3209 (KUHAP);

¢) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076;

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenaibahan hukum primer meliputi:

a. Jurnal Penelitian.

b. Buku-buku Hukum yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier
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Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus
Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperluas
pemahaman pengalian bahan hukum dari narasumber yang ditunjuk yaitu
anggota Kepolisian Kehutanan di Sumatera Selatan, penggalian bahan
hukum menggunakan daftar pertanyaan sebagai penggalian informasi.
Selain itu juga diperoleh melalui studi pustaka dalam penelitian ini untuk

mengumpulkan data-data primer.
5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Proses pengelolaan data melalui cara editing (pemeriksaan dan
meneliti data untuk meneliti kevalidasinya). Untuk menjamin validasinya
diadakan uji validasi, yakni dengan cara data yang didapat
dikonfirmasikan dengan data lain yang berhubungan dengan orang-orang
yang terlibat dengan data tersebut secara konfirmasi silang (cross check
infromation) kemudian ditabulasi serta mengelompokkan data-data serta
dibandingkan dengan konsep dan teori yang ada, kemudian

diabstraksikan.>'

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Data primer maupun sekunder serta informasi yang penulis dapat

31 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV Rajawali.
hlm. 13.
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di analisa kualitatif secara deskriptif, kemudian data diolah dan di

komperhensif sehingga dapat memperoleh kesimpulan.
. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika
berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah
tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Bahan hukum yang diperoleh baik
berupa bahan hukum primer maupun sekunder disajikan dalam bentuk

uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.
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